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P U T U S A N
Nomor 846/Pdt.G/2023/PA.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara

elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK …, tempat / tanggal lahir Bangkinang / 11 Februari 1974, umur

49  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  …,  Kabupaten  Kampar,  Riau,

dengan domisili elektronik … sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat /  tanggal lahir Langkat /  02 Januari  1956, umur 67 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan

PNS, tempat tinggal di …, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  27 Juli

2023 telah  mengajukan  perkara  Cerai  Gugat,  yang  telah  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bangkinang,  dengan  Nomor

846/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal  27  Juli  2023,  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut; 

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Bangkinang  Kota

Kabupaten  Kampar,  sebagaimana  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor : 247/20/XII/2014, tertanggal 19 Desember 2014;  
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2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  selama  1  Tahun  6  Bulan  dan

belum di karuniai anak;  

3. Bahwa sejak Juni 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa  pada  bulan  Juni  tahun  2016  Tergugat  pergi  ke  rumah

orangtua Tergugat tanpa alasan dan tanpa ijin dari Penggugat; 

b. Bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga

saat ini tidak memberikan nafkah lahir Bathin; 

c. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali  mengajak Tergugat untuk

pulang kerumah ke kediaman Penggugat tetapi Tergugat tidak mau dan

malah mengusir Pengguggat untuk pergi; 

4. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 7 tahun

6 bulan. Tergugat belum pernah kembali  dan tidak pernah menghubungi

Penggugat lagi; 

5. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Bangkinang  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);  

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;  

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu

tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena  Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat,  jawaban  Tergugat  tidak  dapat

didengar  dalam  persidangan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bu

kti Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/20/XII/2014,, tanggal 19 Desember

2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bangkinang Kota

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P),  tanggal  dan  paraf  Ketua

Majelis;

II. Bukti Saksi

I.Saksi  1  Penggugat,  NIK ,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  …, KAB.

KAMPAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
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- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat,  yang  merupakan  suami

Penggugat yang bernama Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember

2014 di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 

- Bahwa  Setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan

baik  dan  rukun,  namun  sejak  7  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

saksi hanya tahu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  dan  alasan  Tergugat  pergi  dari

rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah  berkomunikasi  lagi  dan  sudah  tidak  saling  mempedulikan

Penggugat lagi satu sama lainnya; 

II. Saksi 2 Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di …, KABUPATEN KAMPAR, di bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Tergugat,  yang  merupakan  suami

Penggugat yang bernama Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember

2014 di KUA Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 

- Bahwa  Setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  belum

dikaruniai anak; 
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- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan

baik  dan  rukun,  namun  sejak  7  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

saksi hanya tahu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  tidak  tahu  penyebab  dan  alasan  Tergugat  pergi  dari

rumah kediaman bersama; 

- Bahwa  Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah  berkomunikasi  lagi  dan  sudah  tidak  saling  mempedulikan

Penggugat lagi satu sama lainnya; 

Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon putusan,  sedangkan  Tergugat karena tidak pernah hadir,  tidak dapat

diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata  Tergugat, meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat); 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat

ahli fiqih yang berbunyi; 
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له حق ل ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  untuk  menghadap  Hakim  Islam,
kemudian  tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan
gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang

Pemberlakuan  Buku  II  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan

Agama,  Edisi  Revisi  2014,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya, hal  ini  senada dengan

pendapat ahli fiqih yang berbunyi:   

بالبـينة  إثـباته  جاز  غيـبة أو  تـوارى  أو  بتعـزز  تعـزز  إن

Artinya:  (Apabila Tergugat  membangkang  atau  bersembunyi  atau  tidak
diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan
berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung

kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga

sebagai  saksi  dalam  persidangan  dapat  diterima,  karena  dalam  gugat

perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang

mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang

dihadirkan  oleh  Penggugat  adalah  adik  kandungnya,  namun  Majelis  Hakim
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dapat  menerimanya  karena  merupakan  orang-orang  yang  paling  dekat

hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  posita

angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami     sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  307  dan  Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  posita

angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

relevan dengan dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam  Pasal  307  dan  Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan

hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

dengan  lainnya  yang  dapat  digunakan  untuk  menguatkan  suatu  perbuatan

sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.: 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  serta  Saksi  1  dan  Saksi  2

terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  dengan Kutipan Akta

Nikah Nomor 247/20/XII/2014, tanggal 19 Desember 2014 dikeluarkan oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  KUA  Bangkinang  Kota  Kabupaten  Kampar

Provinsi Riau;
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2.

Bahwa sejak  7  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak

saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

3.

Bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mendamaikan  pihak  berperkara,

melalui  Majelis  di  persidangan  ternyata  tidak  berhasil  menyatukan

Penggugat dan Tergugat kembali; 

4.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras

ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah

menikah  pada  tanggal  19  Desember  2014  di  KUA  Bangkinang  Kota

Kabupaten Kampar Provinsi Riau; 

2.

Bahwa sejak  7  tahun  yang  lalu  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

besama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak

saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal

bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di

persidangan tersebut Majelis Hakim menilai  bahwa kehidupan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk

bisa  rukun,  sejahtera  lahir  dan  batin  sebagaimana  tujuan  perkawinan  yang

disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  dan

mempertahankan  rumah  tangga  yang  sudah  sedemikian  keadaannya  justru

akan  memberikan  mudharat  yang  berkepanjangan  bagi  Penggugat  dan

Tergugat;
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Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah

ikatan lahir  dan bathin  antara seorang pria  dengan seorang wanita  sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  juga  sebagaimana

dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang,  bahwa  pasangan  suami  isteri  seharusnya  tinggal  dan

hidup bersama dalam satu rumah, saling mengasihi,  menyayangi, mencintai,

menghormati merawat dan memperhatikan satu sama lain, pada kenyataannya

kondisi rumah tangga sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas tidak

lagi  ditemukan  dalam  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,

dengan kata  lain  tujuan perkawinan untuk  menciptakan rumah tangga yang

sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak

tercapai  di  mana  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pisah  rumah

selama 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang,  bahwa  bahwa  salah  satu  unsur  terpenting  dalam

membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan

hubungan antara suami isteri, adanya saling pengetian dan saling menyayangi

serta saling melindungi satu sama lainnya sebagaimana layaknya suami isteri,

jika salah satu pihak tidak dapat memikul kewajibannya masing-masing sebagai

mana  yang  dialami  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini,  dan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan akan menambah beban

penderitaan kedua belah pihak berperkara dan akan lebih banyak mudharatnya

dari manfaatnya, maka menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi terakhir

untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya

oleh  satu  pihak  saja,  dan  begitu  pula  pembiaran  terhadap  berlangsungnya

ketidaksepahaman antara suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang

negatif  bagi  semua  pihak,  baik  untuk  Penggugat  maupun  untuk  Tergugat,

sesuai hujaj syar’iyah (dalil-dalil syara) yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

الخفررـلضبا يزالالشد ررـالض
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Artinya:" Kerusakan  yang  lebih  berat  harus  dihilangkan  dengan

kerusakan yang lebih ringan”

طلقة القاضي ھایعل طلق لزوجھا الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya:"Apabila  ketidaksukaan  isteri  kepada  suaminya  sudah

sedemikian kuatnya, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami kepada

istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa bukti  besarnya tingkat ketidaksukaan Penggugat

terhadap  Tergugat  adalah  sekalipun  untuk  persoalan  rumah  tangga  yang

bersangkutan Penggugat telah diingatkan, agar berpikir dan menyadari akibat

sebuah perceraian,  akan tetapi  Penggugat  justru  menyatakan perceraian  ini

merupakan pilihan dan alternatif terbaik untuk Penggugat, sehingga kemudian

Penggugat tetap berkeputusan untuk melanjutkan perceraiannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan    pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di atas, maka unsur perceraian sebagaimana dikehendaki penjelasan

Pasal  39 ayat  (2)  dan huruf  (b)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,  jis

Pasal 19 huruf   (b)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan Penggugat

telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan

Pasal 149 (ayat 1) R.bg, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum

angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan Verstek:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis

Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti

bertanda  P  tidak  terdapat  adanya  catatan  perceraian  terdahulu  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  sesuai  maksud  Pasal  119  ayat  (2)  huruf  c

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Majelis  Hakim  menjatuhkan  talak  satu  bain

shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum angka

3  (tiga),  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam

perkara  ini,  menurut   Majelis  pernyataan  Penggugat  pada  angka  3  (tiga)

tersebut telah sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah
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untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat,  semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Shughra  Tergugat (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14

Agustus 2023 Masehi  bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah

oleh  H.  ZULKIFLI,  S.Ag  sebagai  Ketua  Majelis,  MARDHIYYATUL HUSNAH

HASIBUAN, S.H.I.,  M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dan  disampaikan  kepada  Penggugat  melalui  Sistem  Insformasi  Pengadilan

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh  FITRA DEWI,  S.Ag  sebagai  Panitera  Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH

HASIBUAN, S.H.I., M.H.

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Ketua Majelis,

H. ZULKIFLI, S.Ag

Panitera Pengganti,
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FITRA DEWI, S.Ag
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp80.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp102.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

JUMLAH : Rp252.000,00

                           (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
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